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KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, 

 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 
perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai 

suatu pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi aparatur pemerintah di Lingkup Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan; 

 
   b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib 
administrasi kegiatan dimaksud, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil tentang Standar Operasional Prosedur Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan 

Tahun 2022;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksan aan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan; 
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi 

Birokrasi; 
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

 
 

 




